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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bentuk tanggung jawab pengangkut atas kerugian pihak ketiga akibat 

kecelakaan pesawat udara adalah tanggung jawab mutlak terbatas, dimana 

tanggung jawab mutlak terbatas ini, yaitu  pihak maskapai atau 

pengangkut memiliki batasan tanggung jawab atau ganti rugi terhadap 

pihak ketiga akibat kecelakaan pesawat udara yang telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009  dan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. 

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga akibat kecelakaan 

pesawat udara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Upaya Hukum 

bagi penumpang dan pihak ketiga yang merasa telah  dirugikan oleh pihak 

perusahaan pengangkut udara mempunyai hak untuk  menuntut haknya 

sebagai penumpang atas peristiwa yang terjadi didalam  ruang  lingkup  

tanggung  gugat  maskapai penerbangan  yang sudah  diatur di  dalam 

Undang-Undang Penerbangan  Nomor  1  Tahun  2009  dan  didalam Pasal 

21 Ayat (2) Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 

tentang Tanggung Jawab  Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan 

bahwa: 



58 

 

 

 

Tuntutan ganti kerugian oleh penumpang dan/atau pengirim barang 

serta pihak ketiga yang mengalami kerugian hanya dapat dilakukan 

berdasarkan bukti sebagai berikut: 

a. Dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti 

bagasi tercatat (klaim tag) atau surat muatan udara (airway bill), atau 

bukti lain yang mendukung dan  dapat dipertanggungjawabkan; 

b. Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah 

terjadinya kerugian jiwa dan raga dan/atau harta benda terhadap pihak 

ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoprasian pesawat udara. 

B. Saran 

Diharapkan kedepannya agar pemerintah merevisi atau mengatur 

mekanisme lebih lanjut tentang tuntutan ganti rugi serta upaya hukum 

terhadap kerugian pihak ketiga mengingat selama ini didalam beberapa 

regulasi tersebut belum diatur secara spesifik. 
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